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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman pada tahun 2020 sampai
2023. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskripsi kuantitatif dengan data
sekunder yang diambil dari website Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sleman berupa laporan realisasi anggaran. Analisis dilakukan dengan menggunakan
rasio efektivitas dan kontribusi untuk menilai pencapaian target penerimaan pajak
restoran serta perannya dalam PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan
pajak restoran di Kabupaten Sleman secara konsisten melebihi target setiap tahunnya,
dengan rasio efektivitas tertinggi pada tahun 2020 sebesar 126,79% dan terendah pada
tahun 2022 sebesar 100,71%. Namun kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan
Asli Daerah masih tergolong rendah, dengan rata-rata di bawah 15%. Faktor-faktor
yang mendukung efektivitas meliputi sistem pemungutan yang efisien, edukasi wajib
pajak, dan kebijakan daerah yang kondusif. Sementara itu rendahnya kontribusi
disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih minim, pembukuan yang
tidak transparan, serta dampak dari persaingan usaha dan kondisi ekonomi. Penelitian
ini merekomendasikan agar peningkatan sosialisasi perpajakan, pengawasan yang lebih
ketat, dan pemberian insentif untuk mengoptimalkan kontribusi pajak restoran.
Temuan ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan
kebijakan pengelolaan pajak restoran untuk mendukung kemandirian keuangan daerah.

Kata kunci: Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Efektivitas, Kontribusi,
Kabupaten Sleman.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah
dalam mengurus pemerintahan sesuai kerangka hukum yang berlaku. Melalui
desentralisasi, daerah dapat lebih leluasa mengelola,menata dan memanfaatkan
sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Pemerintah daerah berwenang untuk
menetapkan kebijakan wilayah sekaligus bertanggung jawab mengelola sumber
daya yang dimiliki (Theresia, 2024). Dengan begitu, pemerintah daerah dapat
menggali sumber-sumber pendapatan baru guna meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah sebagai langkah menuju kemandirian daerah. Sebagai unsur utama pen-
erimaann daerah, Pendapatan Asli Daerah berasal melalui optimalisasi potensi dan
pemanfaatan kewenangan pengelolaan kekayaan daerah. Pendapatan Asli Daerah
memegang peran yang sangat krusial baik untuk memperkuat otonomi daerah mau-

pun sebagai tolak ukur kinerja dan tanggung jawab pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pemasukan daerah yang bersumber
dari pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan perusahaan daerah, serta pendapa-
tan sah lainnya. Semakin besar kontribusi PAD dalam total pendapatan daerah, se-
makin menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan
pemerintahan dan pembangunan secara mandiri (Fitriyani dkk., 2021). Hal ini men-
jadi indikator seberapa sukses suatu daerah dalam mengelola potensi ekonominya
untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan pusat. Pendapatan Asli Daerah be-
rasal empat sumber pendapatan yaitu retribusi daerah, pengelolaan kekayaan dae-

rah yang dipisahkan, lain lain pendapatan asli daerah yang sah dan pajak daerah.

Dari berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut, pajak daerah terutama
pajak restoran, memiliki peran penting dalam menambah pemasukan daerah. Pajak
ini termasuk sumber pendapatan yang bisa berkontribusi karena dipungut secara

rutin, pajak restoran ini bisa memberikan kontribusi yang cukup besar untuk kas



daerah. Pengelolaan pajak restoran yang baik sangat berpengaruh pada besar kecil-
nya pemasukan daerah (Yustiani, 2021). Berbeda dengan sumber pendapatan lain
yang tidak stabil, pajak restoran biasanya lebih stabil jika pemungutannya efektif
dan wajib pajak patuh dalam membayar pajak, pendapatan yang masuk bisa
digunakan untuk membangun fasilitas umum dan meningkatkan pelayanan untuk

Masyarakat (Mbailo dkk., 2022).

Kabupaten Sleman adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Dae-
rah Istimewa Yogyakarta, memiliki berbagai tempat wisata seperti Candi Pram-
banan, kaliurang, Monumen Jogja Kembali dan masih banyak lagi. Dengan pengel-
olaan objek wisata yang baik, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri
pariwisata, termasuk sektor restoran. Semakin banyak restoran yang beroperasi, se-
makin besar kontribusi pajak restoran terhadap PAD (Pujiasih & Wardani, 2016).
Berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, berikut
disajikan capaian penerimaan pajak restoran selama periode 2020-2024 yang

menunjukkan performa pemungutan terhadap target yang ditetapkan:

Tabel 1. 1Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kab. Sleman

Tahun Target Penerimaan Realisasi Penerimaan
2020 47.900.000.000 60.730.429.166
2021 72.400.000.000 80.357.193.891
2022 144.000.000.000 145.018.214.174
2023 160.000.000.000 168.351.925.105
2024 181.387.000.000 183.607.271.793

Sumber ; Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sleman

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan selama lima tahun terakhir realisasi
penerimaan pajak restoran terus mengalami peningkatan, ini mengindikasikan dua
hal penting pertama industri restoran di Kabupaten Sleman berkembang dengan
sangat cepat, terlihat dari kontribusi pajaknya yang terus bertambah, yang kedua
sistem pemungutan pajak oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah berjalan dengan
efektif. Capaian yang selalu melampaui target dari tahun 2020 sampai 2024 mene-

gaskan bahwa potensi dari sektor kuliner atau restoran di wilayah Kabupaten



Sleman melampaui proyeksi yang ditetapkan. Trend pertumbuhan ini tidak hanya
mencerminkan perkembangan bisnis restoran tetapi juga menunjukkan pening-
katan konsumsi Masyarakat dan optimalisasi pemungutan pajak daerah. Mening-
katnya pajak restoran di Kabupaten Sleman memberikan kontribusi yang baik ter-
hadap pendapatan asli daerah yang mana sebagai sumber Pendapatan Daerah.
Pajak restoran merupakan salah satu pajak yang berpotensi di Kabupaten
Sleman dan peningkatan pajak restoran selama empat tahun terakhir terus men-
galami kenaikan. Untuk mengoptimalkan pemungutan pajak restoran maka perlu
dianalisis terkait Tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran pada pendapatan
asli daerah. Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran

Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2020 - 2024”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas. Dapat diru-
muskan permasalahan yang akan penulis teliti sebagai berikut:
1. Bagaimana tingkat efektivitas pajak restoran di Kabupaten Sleman tahun 2020-
2024?
2. Bagaimana tingkat kontribusi pajak restoran pada pendapatan asli daerah Ka-

bupaten Sleman tahun 2020-2024?

. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah penulis paparkan
sebelumnya, maka tujuan penulis sebagai berikut:
1. Menganalisis tingkat efektivitas pajak restoran di Kabupaten Sleman tahun
2020-2024.
2. Menganalisis tingkat kontribusi pajak restoran pada penerimaan pendapatan

asli daerah di kabupaten Sleman 2020-2024.



D. Manfaat Penelitian

Melalui penyusunan tugas akhir ini, penulis berharap penelitian ini mampu mem-

berikan wawasan dan pemahaman tentang kontribusi dan efektivitas pajak restoran

di Kabupaten Sleman. Pihak-pihak yang dimaksud termasuk:

1.

Bagi Peneliti

kegiatan ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan ten-
tang efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah
di Kabupaten Sleman, serta untuk menerapkan teori dan praktik dalam bidang
perpajakan.

Bagi Akademis

Diharapkan mahasiswa yang tertarik dengan subjek serupa saat menyusun tu-
gas akhir mereka dapat menggunakan laporan ini sebagai sumber inspirasi dan
referensi.

Bagi Pemerintah Daerah

Laporan tugas akhir diharapkan dapat memberikan gambaran efektivitas dan
kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah sebagai pandangan
terkait sejauh mana tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran, dalam
melakukan pemungutan pajak daerah terutama restoran.

Bagi pembaca

Laporan tugas akhir diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan
tentang analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan
Asli Daerah serta memberikan informasi yang dapat dijadikan gambaran sebe-
sar apa dan sejauh mana efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap Pen-

dapatan Asli Daerah.



BAB II
KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

A. Pemerintah daerah

Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
pasal 1 ayat (3), mendefinisikan pemerintah daerah sebagai kepala daerah yang
memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam wilayah otonom. Ayat
(12) menyatakan bahwa daerah otonom merupakan entitas masyarakat hukum
dengan batas wilayah tertentu yang berhak mengatur dan mengurus pemerintahan
serta kepentingan masyarakat berdasarkan inisiatif dan aspirasi lokal, tetap dalam
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesi. Sementara itu, Ayat (5) menjelaskan
bahwa urusan pemerintah daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan
yang menjadi tanggung jawab Presiden, yang pelaksanaannya dilakukan melalui
kementerian negara dan pemerintah daerah untuk tujuan perlindungan, pelayanan,
pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya. Namun, ke-
bijakan tersebut harus sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang telah
ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1),
pemerintah daerah wajib memprioritaskan urusan pemerintahan yang berkaitan
dengan pelayanan dasar. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 11 Ayat (3) yang
menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan dasar pada urusan wajib tersebut
harus berpedoman pada standar pelayanan yang ditentukan pemerintah pusat.

Kebijakan daerah tersebut hanya berkaitan dengan pengaturan pelaksanaan tu-
gas pembantu di daerah tersebut. Dana untuk melaksanakan tugas pembantu be-
rasal dari pihak yang memberikan tugas. Kepala Daerah penerima tugas wajib
menyampaikan dokumen anggaran atau dana pelaksanaan tugas pembantu kepada
DPRD bersamaan dengan penyampaian rancangan APBD, namun dalam dokumen
yang berbeda. Demikian pula, laporan realisasi anggaran tugas pembantu juga di
disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD bersamaan dengan laporan keu-

angan pemda, dalam dokumentasi terpisah.



B. Keuangan Daerah
Keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki oleh dae-
rah dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah yang dapat dinilai dalam ben-
tuk uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan
tanggung jawab tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang dimaksud dengan
hak Pemerintah Daerah adalah wewenang untuk memperoleh sumber-sumber pen-
dapatan daerah melalui pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, serta pen-
erimaan lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un-
dangan yang berlaku. Sementara itu, kewajiban Pemerintah Daerah adalah
kewajiban untuk mengalokasikan dana guna mendukung dan melaksanakan
berbagai kegiatan pemerintahan di tingkat daerah.
lingkup keuangan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 mancakup:
1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta
melakukan pinjaman
2. Kewajiban daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan
menyelesaikan pembayaran kepada pihak ketiga
3. Seluruh bentuk Penerimaan Daerah
4. Seluruh Pengeluaran atau belanja Daerah
5. Kekayaan daerah, baik yang dikelola secara langsung maupun pihak lain
termasuk uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk pula kekayaan daerah yang dipisahkan
6. Aset milik pihak lain yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk menjalankan
tugas Pemerintahan Daerah dan atau kepentingan umum
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Ta-
hun 2019, keuangan daerah harus dikelola dengan tertib, efisien, hemat, efektif,
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memperhatikan asas keadilan,

kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah meliputi



serangkaian proses, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, per-
tanggungjawaban, serta pengawasan terhadap keuangan daerah. Seluruh proses ter-
sebut tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
ditetapkan setiap tahun melalui peraturan daerah dan menjadi pedoman dalam

pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah.

C. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada
negara sesuai peraturan perundang-undangan. Pembayaran ini bersifat wajib
dan tidak disertai dengan imbalan langsung, dimana hasilnya digunakan untuk
membiayai berbagai kebutuhan publik (Sudiartana & Apriada, 2018). Dengan
kata lain, ketika seseorang membayar pajak, mereka tidak mendapatkan
layanan atau barang tertentu sebagai imbalan langsung. Tujuan utama dari
pemungutan pajak adalah untuk mendanai berbagai pengeluaran publik yang
diperlukan dalam menjalankan fungsi-fungsi negara, termasuk penyediaan
layanan publik, pembangunan infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan. dan
program sosial lainnya yang mendukung kesejahteraan Masyarakat

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pajak adalah
kontribusi yang harus dibayarkan oleh individu atau badan hukum kepada
negara, yang bersifat wajib dan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang
ada. Kewajiban ini tidak diimbangi dengan imbalan langsung yang dapat
diterima pembayar pajak. Akibatnya, mereka tidak dapat menerima layanan
atau barang tertentu sebagai imbalan atas pembayaran pajak yang dilakukan.
Tujuan pajak yang dipungut oleh negara ini adalah untuk mendanai berbagai
kebutuhan negara, yang pada akhirnya akan menghasilkan peningkatan kese-
jahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan pajak merupakan kontribusi yang
wajib dibayarkan oleh individu atau badan hukum kepada negara, sesuai

dengan peraturan yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung yang dapat



dikenali. Tujuan utama dari pemungutan pajak adalah untuk membiayai penge-
luaran publik yang mendukung berbagai fungsi negara, seperti penyediaan
layanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pro-
gram sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh ka-
rena itu, pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi negara dan
merupakan elemen penting dalam upaya bersama untuk mencapai kemakmuran

dan kesejahteraan.

. Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber terbesar bagi negara di Indonesia. Menurut Sri-

wahyuni, (2014) fungsi pajak dijelaskan sebagai berikut:

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Fungsi pajak sebagai sumber keuangan negara (Budgetair) yang artinya Pa-
jak berperan sebagai sumber pendapatan negara yang dialokasikan untuk
membiayai berbagai belanja pemerintah, sebagaimana tercantum dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bagian dari pen-
erimaan kas negara (Christover & Rondonuwu, 2016). Upaya peningkatan
penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara dapat dilaksanakan
dengan dua pendekatan memperluas wajib pajak dan meningkatkan
efisiensi pemungutan melalui penyempurnaan aturan berbagai pajak seperti
PPh, PPN beserta PPnBM, PBB, serta jenis pajak lainnya.

b. Fungsi Legularend (Pengatur)
Pajak berperan sebagai alat regulasi atau mengatur yang digunakan
pemerintah untuk mengatur kebijakan-kebijakan dalam aspek sosial,
ekonomi, dan bidang terkait demi mewujudkan tujuan-tujuan diluar aspek
keuangan (Ispriyarso, 2018). Fungsi ini berperan sebagai pelengkap dari
fungsi pajak lainnya. Tujuan penerapannya adalah untuk mengatur dan
mencapai sasaran tertentu yang diinginkan. Dengan demikian, fungsi kedua

ini sengaja diterapkan sebagai pendukung tambahan.



3.

Sistem Pemungutan Pajak

Mekanisme yang digunakan dalam menghitung besarnya pajak yang harus

dibayarkan kepada setiap wajib pajak ke negara itulah yang disebut dengan sis-

tem pemungutan pajak menurut (Nandyadini & Hama, 2024) pada dasarnya

dibagi menjadi 3(tiga) jenis yaitu:

a.

Official Assessment System merupakan metode pemungutan pajak di mana
besaran pajak yang harus dibayar atau terutang oleh wajib pajak ditentukan
sepenuhnya oleh fiskus (otoritas pajak). Dalam sistem ini, wajib pajak ber-
sikap pasif, sementara fiskus berperan aktif dalam menghitung dan
menetapkan jumlah pajak (Panjaitan & Simarmata, 2020)

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan
kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung dan menetapkan sendiri
jumlah pajak yang harus dibayar. Ciri utama sistem ini adalah bahwa
tanggung jawab penentuan besaran pajak terutang sepenuhnya berada di
tangan wajib pajak (Siamena dkk., 2017).

Withholding System merupakan Sistem pemungutan pajak ini memberikan
kewenangan kepada pihak ketiga yang berwenang untuk menetapkan
jumlah pajak terutang Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perpa-
jakan yang berlaku (Anisah & Amin, 2022).

Jenis Pajak

Di indonesia terdapat beberapa jenis pajak. Menurut (Sinaga, 2016) pajak-

pajak dapat dikelompokkan menjadi 3(tiga) kategori yaitu pengelompokan ber-

dasarkan golongan, wewenang pemungut dan sifatnya.

A. Berdasarkan golongan pajak dibedakan menjadi 2 kategori yaitu pajak lang-

sung dan tidak langsung.

1) Pajak langsung adalah jenis pajak yang dibayar secara langsung oleh
wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Salah satu con-
toh yang paling umum dari pajak langsung yaitu pajak penghasilan,

yang dikenakan atas penghasilan individu atau badan usaha. Pajak ini



2)

dapat dikenakan secara berkala dan berulang selama masa pajak dan ta-
hun pajak tertentu.

Pajak tidak langsung, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dapat dialihkan atau ditransfer
ke pihak lain, sehingga sering disebut sebagai pajak tidak langsung. Da-
lam sistem pajak ini, tanggung jawab pajak dialihkan dari penjual atau

produsen ke konsumen.

B. Berdasarkan wewenang pemungut dibedakan menjadi dua jenis yaitu pajak

negara dan pajak daerah.

1)

2)

Pajak pusat atau pajak negara merupakan pajak yang diatur oleh
pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh Departemen Keuangan melalui
Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat atau pajak negara merupakan
jenis pajak yang ditetapkan melalui undang-undang dan hasil
pemungutannya masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN). Jenis pajak ini mencakup antara lain pajak penghasi-
lan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak
atas dokumen, serta pajak barang mewabh.

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang pemungutannya diatur oleh
pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
Pada tingkat provinsi, jenis pajak ini mencakup antara lain Pajak Ken-
daraan Bermotor, Pajak Kendaraan di Atas Air, serta Bea Balik Nama
untuk kendaraan bermotor maupun kendaraan di atas air. Adapun untuk
level kabupaten atau kota, contoh pajaknya meliputi Pajak Hotel, Pajak

Restoran, dan berbagai jenis pajak lainnya.

C. Berdasarkan sifatnya pajak dikategorikan menjadi dua yaitu pajak subjektif
dan objektif.

1)

Pajak subjektif adalah jenis pajak yang mempertimbangkan kondisi atau
keadaan pribadi Wajib Pajak saat menentukan besaran pajak. Selama
proses penetapan pajak ini, sangat penting untuk memiliki alasan-alasan

objektif yang terkait erat dengan keadaan material Wajib Pajak. Ini
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dikenal sebagai gaya pikul, yang mengacu pada kemampuan Wajib Pa-
jak untuk membayar pajak setelah mempertimbangkan biaya hidup
minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Salah
satu jenis pajak subjektif adalah pajak penghasilan. Pajak ini dikenakan
berdasarkan penghasilan individu atau badan usaha, berdasarkan ke-
mampuan mereka untuk membayar pajak setelah memenuhi kebutuhan
sehari-hari.

2) Pajak objektif merupakan pajak yang berfokus pada objek yang menjadi
dasar kewajiban untuk membayar pajak, sebelum menentukan subjek
pajak, baik individu maupun badan. Dengan kata lain, pajak objektif
menekankan pengenaan pajak yang hanya mempertimbangkan sifat ob-
jek pajak itu sendiri, tanpa mempertimbangkan keadaan atau kondisi
subjek yang terlibat. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah contoh
dari pajak objektif yang dikenakan berdasarkan nilai tanah dan
bangunan yang dimiliki tanpa mempertimbangkan penghasilan atau

keuangan pemilik.

D. Pajak Daerah

Menurut Sutrisno (2020) Pajak daerah adalah iuran wajib yang harus dibayar
oleh warga atau perusahaan kepada pemerintah daerah. Pembayaran ini bersifat
mengikat sesuai ketentuan undang-undang, dengan tidak menerima imbalan lang-
sung. Dana yang terkumpul kemudian dialokasikan untuk kepentingan daerah guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keu-
angan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah adalah
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imba-
lan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyatnya. Peningkatan pelayanan Masyarakat dan otonomi daerah

dapat dicapai melalui perluasan objek pajak daerah serta fleksibilitas dalam
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menetapkan tarif. Kebijakan perpajakan daerah ini harus berlandaskan prinsip dem-
okrasi, keadilan sosial, partisipasi Masyarakat dan transparansi dengan senantiasa
mempertimbangkan potensi masing-masing wilayah.

Menurut Undang Undang No 1 Tahun 2022 Pasal 4 ayat 1 dan 2 menyatakan
Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu:

1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

a. PKB
b. BBNKB
c. PAB
d. PBBKB
e. PAP

f. Pajak Rokok.
g. Opsen Pajak MBLB
2) Jenis Pajak Kabupaten/kota terdiri dari:
PBB-P2
BPHTB
PBIJT
Pajak Reklame
PAT
Pajak MBLB

o ®

a o

Pajak Sarang Burung Walet
Opsen PKB
Opsen BBNKB

= @ oo

—

3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan Ayat (2)

4) Jenis pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak
dipungut apabila potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan dengan

kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Pasal 2 ayat (4).
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E. Pajak Restoran

1. Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pungutan yang dikenakan atas jasa pelayanan
yang diberikan oleh usaha kuliner yang termasuk dalam kategori restoran ada-
lah semua tempat usaha yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan
sistem pembayaran, meliputi berbagai bentuk seperti rumah makan, kafe,
kantin, warung makan, bar, serta usaha jasa catering atau boga (Rizal & Lubis,
2019). Menurut (Siregar & Kusmilawaty, 2022) mendefinisikan Restoran
sendiri adalah tempat atau fasilitas yang menyediakan makanan dan minuman
dengan sistem pembayaran. Jenis usaha yang termasuk dalam kategori restoran
meliputi rumah makan, kafe, kantin, warung, bar, serta usaha sejenis lainnya

termasuk jasa katering.

2. Subjek pajak dan wajib pajak restoran

Menurut ketentuan pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Sleman Nomor 7 ta-
hun 2023, yang menjadi subjek pajak restoran adalah setiap individu atau Pe-
rusahaan yang melakukan pembelian dan minuman dari restoran. Sementara
itu, yang menjadi wajib pajak restoran adalah perorangan atau badan usaha
yang melakukan kegiatan penjualan, penyediaan, maupun produk makan atau
minuman tertentu.

Secara teori, subjek pajak merujuk pada individu atau entitas yang memen-
uhi kriteria subjektif untuk dikenakan pajak, sementara itu, wajib pajak adalah
pihak yang telah memenuhi baik kriteria subjektif maupun objektif. Dengan
kata lain, subjek tersebut telah menjadi target pemajakan sesuai dengan pera-

turan perpajakan yang berlaku dan diwajibkan untuk membayar pajak.

3. Objek dan bukan objek pajak restoran
Objek Pajak Restoran, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 Peraturan
daerah Kabupaten Sleman Tentang Pajak dan Retribusi Daerah mencakup
kegiatan penjualan, distribusi, serta konsumsi Barang Jasa Tertentu, terutama

dalam bentuk Makanan dan/atau Minuman. Sementara itu, Pasal 23 ayat (1)
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dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 menyatakan bahwa yang terma-

suk dalam penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman se-

bagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah semua jenis Makanan dan/atau Mi-

numan yang disediakan oleh penyedia seperti:

A. Restoran yang menyediakan layanan penyajian makanan dan minuman da-
lam bentuk fasilitas paling minimal, seperti hanya beberapa meja, kursi atau
perlengkapan makan dan minum;

B. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

1. Kegiatan mulai dari pengadaan bahan mentah dan setengah jadi, pen-
golahan, penyimpanan, hingga penyajian berdasarkan permintaan.

2. Penyajian dilakukan di Lokasi pilihan pemesanan yang berbeda dari
tempat pengolahan.

3. Penyajian bisa dilakukan dengan atau tanpa perlengkapan serta tenaga

pelayanan dari penyedia jasa.

Yang tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada

pasal 23 ayat (1) mencakup penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

A. Memiliki nilai penjualan kurang dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
setiap bulan.

B. Dilakukan oleh minimarket, supermarket, atau usaha sejenisnya yang
kegiatan utamanya bukan semata-mata menjual Makanan dan/atau Minu-
man.

C. Dilakukan oleh produsen atau pabrik Makanan dan/atau Minuman atau.

D. Disediakan oleh pelaku usaha yang layanan utamanya adalah menye-

diakan ruang tunggu penumpang pada bandar udara.

4. Dasar pengenaan pajak restoran
Menurut Pasal 29 Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 7
Tahun 2023 Pasal 29 Dasar pengenaan Pajak barang dan jasa tertentu atau
(PBJT) termasuk pajak restoran, didasarkan pada jumlah yang dibayarkan oleh

konsumen atas barang atau jasa tertentu, ketentuan tersebut mencakup:
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A. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minu-
man untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

B. Nilai jual Tenaga Listrik yang menjadi dasar pengenaan PBJT atasatas
penggunaan Tenaga Listrik.

C. Jumlah pembayaran yang dibayarkan kepada penyedia Jasa penginapan se-
bagai dasar PBJT atas Jasa Perhotelan.

D. Jumlah yang dibayarkan kepada pihak penyedia atau pengelola tempat
parkir dan/atau layanan parkir kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir.

E. Jumlah yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan se-

bagai dasar PBJT atas kesenian dan hiburan.

F. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pemasukan yang diterima oleh pemerintah
daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber-sumber pendapatan sah lainnya.
Tujuan dari PAD adalah memberikan keleluasaan bagi daerah dalam menggalang
dana guna menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi.
(Putra, 2019).

Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan
Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah
daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang selaras dengan peraturan perundang-
undangan. Tujuan utama PAD adalah untuk memberikan kewenangan pembiayaan
kepada pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah, yang disesuaikan
dengan potensi daerah sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip desentralisasi.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, disebutkan bahwa Pen-
dapatan Asli Daerah, berasal dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu:

1. Pajak Daerah yang mencakup pajak hotel, pajak Restoran, pajak reklame dan
pajak hiburan.
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2. Retribusi Daerah seperti retribusi dibidang Kesehatan, retribusi terminal serta
retribusi pasar.

3. Hasil usaha pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan seperti bank dae-
rah, pendapatan daerah, Perusahaan air minum, Perusahaan daerah percetakan
milik daerah, dan lain lain.

4. Pendapatan Asli Daerah yang sah lainnya, termasuk hasil penjualan barang
milik pemerintah daerah, jasa giro, dan lain lain.

Menurut (UU. 33/2004:pasal 7) dalam meningkatkan penerimaan PAD,
pemerintah daerah dilarang menerbitkan peraturan daerah yang menimbulkan
ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, serta mengganggu ke-
lancaran lalu lintas barang, jasa antar daerah dan kegiatan ekspor impor antar wila-

yah.

G. Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas, secara umum, menggambarkan sejauh mana suatu tujuan yang te-
lah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai. Ini melibatkan penilaian terhadap pen-
capaian tujuan yang diinginkan dan membandingkannya dengan hasil yang
sebenarnya diperoleh. Efektivitas tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga
mencerminkan hubungan antara harapan dan kenyataan. (Mewo dkk., 2021).
Menurut Mahmudi (2019:142) Tingkat efektivitas dalam pemungutan Pajak Dae-
rah diukur melalui rasio efektivitas, yaitu perbandingan antara realisasi penerimaan
dengan target yang telah ditentukan. Rasio ini dikategorikan baik apabila nilainya
mencapai 100%.

Salah satu komponen dalam Pajak Daerah adalah Pajak Restoran. Efektivitas
pemungutan diukur menggunakan rasio efektivitas, yakni membandingkan antara
realisasi penerimaan pajak restoran dengan target realisasi penerimaan pajak
restoran. Menurut Fitriano & Ferina, (2021) penghitungan efektivitas pajak

restoran menggunakan Rumus sebagai berikut :

Efektivitas = | Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

X 100

Target penerimaan Pajak Daerah
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Tingkat efektivitas pajak restoran dapat diketahui melalui nilai persentase yang
kemudian diklasifikasikan menurut kriteria tertentu. Pengukuran tingkat efektivitas
dilakukan dengan membandingkan hasil realisasi terhadap target, kemudian hasil-
nya dinilai berdasarkan kriteria kinerja keuangan yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1 Kriteria Efektivitas Pajak Daerah

efektivitas kriteria
>100% sangat efektif
90% - 100% efektif
80% - 90% cukup efektif
60% - 80% kurang efektif
>60% tidak efektif

Sumber : (Wicaksono & Huda, 2022)

H. Analisis Rasio Kontribusi Pajak Daerah
Menurut Nabilah dkk., (2020) Kontribusi pajak yang dimaksud dapat dipahami
sebagai sumbangan atau peran signifikan yang diberikan oleh pendapatan pajak
terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kontribusi merupakan besarnya pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan
asli daerah dilakukan dengan cara menghitung prosentase. Menurut Putri & Ma’ruf,
(2022) perhitungan kontribusi pajak restoran pada pendapatan asli daerah

menggunakan Rumus sebagai berikut:

o Realisasi Penerimaan pajak Daerah
Kontribusi = X 100
Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tingkat kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat
diketahui melalui nilai persentase yang kemudian diklasifikasikan menurut kriteria
tertentu. Pengukuran tingkat efektivitas dilakukan dengan membandingkan hasil
realisasi pajak restoran terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah, kemudian hasil-

nya dinilai berdasarkan kriteria kinerja keuangan yang tertera dalam tabel berikut:

17



Tabel 2. 2 Kriteria Kontribusi Pajak Daerah

Kontribusi kriteria
>50% sangat baik
40,10% - 50% baik
30,10% - 40% cukup baik
20,10% - 30% sedang
10,10 - 20% kurang baik
0,00% - 10,00% Sangat Kurang

Sumber : (Melinda, 2020)
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BAB III
METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian
kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah mengumpulkan, menampilkan,
dan menafsirkan data metode dengan menggunakan angka, tabel, grafik, bagan,
gambar, atau tampilan lainnya untuk mendukung posisi data (Irfan Syahroni, 2022).
Dalam penelitian ini berusaha untuk menjelaskan, menggambarkan dan
menganalisis melihat trend demi mengetahui Tingkat efektivitas dan kontribusi

yang diberikan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah elemen yang merujuk pada individu, kelompok, atau
objek yang menjadi fokus utama bagi peneliti dalam proses penelitian. serta men-
jadi sumber dimana data dapat dikumpulkan dalam konteks penelitian. Oleh karena
itu, subjek penelitian yang akan dianalisis untuk mendapatkan informasi dan wa-
wasan yang relevan dengan tujuan penelitian yang sedang dilakukan (Suriani dkk.,
2023). Subjek peneliti yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Badan
Keuangan dan Aset Daerah.

Objek penelitian merupakan suatu kondisi atau fenomena yang menggam-
barkan atau mencerminkan situasi dari objek yang akan diteliti, bertujuan untuk
memberikan gambaran yang mendalam dan pemahaman mengenai penelitian yang
dilakukan (Hamidah & Hakim, 2023). Pada penelitian ini yang menjadi objek
penelitian adalah Tingkat efektivitas dan Tingkat kontribusi pajak restoran terhadap

pendapatan asli daerah.

C. Jenis dan Sumber Data
Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder.
Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh peneliti melalui pihak ketiga

atau sumber tidak langsung. Artinya, data tersebut tidak dihimpun langsung oleh
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peneliti, melainkan bersumber dari dokumen, literatur, atau data yang telah terse-
dia sebelumnya dan dikumpulkan oleh pihak lain. (Pratama dkk., 2024). Data
sekunder yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah Laporan Realisasi
Anggaran dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman untuk peri-
ode tahun 2020 hingga 2024.

Sumber data adalah data merujuk pada informasi yang diperoleh seefisien
mungkin dari subjek yang sedang diteliti. Sumber ini menjadi penting dalam
penelitian karena memberikan wawasan dan pemahaman yang mendalam
mengenai fenomena yang sedang dianalisis (Sujarweni, 2014). Sumber data yang
digunakan penulis untuk Menyusun tugas akhir didapat dari website resmi BKAD-
Kabupaten Sleman yang dapat diakses Melalui https://bkad.slemankab.go.id/in-
formasi-publik/#. Data yang penulis kumpulkan berupa laporan realisasi keu-
angan dan Catatan Atas Laporan Posisi Keuangan yang terdapat pada situs resmi

Badan Keuangan dan Aset Daerah .

D. Teknik Pengumpulan Data
Tahap pengumpulan data merupakan salah satu peran penting dalam melakukan
suatu penelitian. Data yang diperoleh melalui metode yang relevan akan memben-
tuk landasan yang kokoh untuk analisis dan simpulan penelitian, sehingga
menghasilkan pembahasan yang tepat dalam menjawab pertanyaan (Siti Romdona
dkk., 2025).
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan Tugas Akhir
ini sebagai berikut:
1. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan
melalui perekaman visual atau pengambilan arsip-arsip tertulis guna mem-
peroleh informasi yang dibutuhkan (Apriyanti dkk., 2019). Arsip arsip yang
dimaksud seperti gambar, buku, dokumen yang berupa laporan dan ket-
erangan yang mendukung dalam penelitian. Dokumen yang digunakan dalam
penulisan ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Badan Keuangan dan Aset

Daerah tahun 2020-2023.
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2. Studi Pustaka
Studi Pustaka merupakan suatu pendekatan ilmiah yang dilakukan melalui
eksplorasi dan analisis terhadap berbagai sumber literatur guna memperoleh
data penelitian. Metode ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap teori-
teori yang relevan dari berbagai referensi terkait topik yang diteliti (Adlini
dkk., 2022). Bahan Pustaka yang penulis gunakan dalam penulisan tugas
akhir adalah buku-buku literatur, jurnal artikel, Undang Undang dan pera-
turan lainnya serta berbagai sumber informasi tentang masalah dan topik
penelitian terkait dengan Tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran

terhadap pendapatan asli daerah.

E. Teknik Analisis Data

Analisis Data menurut (Salim, 2022) kegiatan mengumpulkan dan mengatur
secara terstruktur informasi yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi. Taha-
pan ini mencakup pengklasifikasian data ke dalam kelompok tertentu, pembagian
menjadi satuan analisis, penggabungan unsur-unsur, identifikasi pola serta perumu-
san simpulan agar hasil penelitian dapat dipahami secara jelas baik oleh peneliti
maupun pihak lain. Dalam analisis data penulisan dalam membuat Tugas Akhir
menggunakan rasio keuangan daerah. Terdapat 2 (dua) analisis rasio yang penulis
digunakan yaitu: rasio efektivitas pajak daerah, rasio kontribusi pajak daerah ter-

hadap pendapatan asli daerah.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sebelum diterapkannya kebijakan Otonomi Daerah tahun 1999, fungsi pengel-
olaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Sleman berada di bawah tanggung ja-
wab Bagian Keuangan. Sementara itu, pengurusan aset daerah menjadi wewenang
Bagian Perlengkapan, dan urusan pendapatan daerah dikelola oleh Dipenda. Me-
nyusul penetapan Otonomi Daerah oleh Pemerintah Pusat di tahun 1999,
Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan penataan dalam berbagai sektor, ter-
masuk penyesuaian penataan struktur kelembagaan agar disesuaikan dengan pera-
turan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
(Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2025).

Sebagai langkah implementasi Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten
Sleman mendirikan instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
(BPKKD) melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, yang kemudian diamendemen
dengan Perda Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000. BPKKD ini merupakan hasil
integrasi dari tiga unit sebelumnya, yaitu Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan,
dan Dipenda.

Dalam perkembangan implementasi Otonomi Daerah yang mempertimbangkan
berbagai faktor meliputi kebutuhan daerah, potensi lokal, beban tugas, komposisi
penduduk, kemampuan keuangan, serta kelengkapan sarana prasarana - disertai
penataan ulang kewenangan pemerintahan - Perda No. 12/2000 yang telah diubah
melalui Perda No. 12/2003 dianggap tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman dan
regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, diterbitkan Perda No. 9/2009 yang antara
lain mengubah bentuk kelembagaan dari BPKKD menjadi DPKKD.

Pemerintah Pusat semakin memperluas kewenangan daerah dalam pengelolaan
keuangan, termasuk dengan melimpahkan wewenang pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Adanya penyerahan kewenangan
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kebijakan, Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan kebijakan pembentukan di-
nas khusus pendapatan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan
penerimaan daerah. Kebijakan ini diwujudkan melalui Perda Nomor 12 Tahun
2011 yang mengamendemen Perda Nomor 9 Tahun 2009, sekaligus menandai
pembentukan DPKAD dan revitalisasi Dipenda Sleman yang berlaku hingga akhir
2016.

Selanjutnya pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Or-
ganisasi Perangkat Daerah. Melalui peraturan ini, dibentuklah Badan Keuangan
dan Aset Daerah (BKAD) yang merupakan hasil penggabungan Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dengan Dinas Pendapatan Daerah (Di-
penda). Kelembagaan BKAD secara resmi memulai operasionalnya pada Januari
2017, ditandai dengan pelantikan pejabat struktural dan penetapan Surat Kepu-
tusan Bupati bagi seluruh pegawai BKAD.

B. Visi dan Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah
Visi:
“TERWUJUDNYA SLEMAN SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG CER-
DAS, SEJAHTERA, BERDAYA SAING, MENGHARGAI PERBEDAAN DAN
MEMILIKI JIWA GOTONG ROYONG*

Misi:

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi un-

tuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

C. Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman
Struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman ada-

lah sebagai berikut:
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Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BKAD Kab. Sleman

LAMPIRAN 1V

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT
Subbagian Umum T . JF dan JP
i | dan Kepegawaian [TTTTIT1
Bidang Bidang ) : ] Bidang
Pendaftaran, Pendataan Penagihan dan Bidang H Bidang Akuntansi dan Bidang
dan Penetapan Fengembangan Perbendaharaan : Anggaran Aset

Pelaporan

JF dan JP

‘£ = |
|-u JF dan JP 1_”
I

.
1 L“ JF dan JP
[TTTTT]

¢ Garis Komando

: Garis Koordinasi

Berdasarkan struktur organisasi tersebut Kepala Badan yang membawahi Sekreta-
ris dan didalamnya terdapat sub bagian sekretaris umum dan Kepegawaian, Sub-
bagian keuangan dan JF dan JP. Dan di bawahnya terdapat enam bidang yaitu bi-
dang pendaftaran, pendataan dan penetapan, bidang penagihan dan pengem-

bangan, bidang perbendaharaan, bidang anggaran, bidang akuntansi dan pelaporan

serta bidang aset.

D. Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

Menurut Perbup Sleman Nomor 7 Tahun 2024 tentang struktur Organisasi dan Tu-

gas pokok BKAD:

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah

a.

i ) 1
JF dan JP JF dan JP
l[\:\:l:\:\:‘ [TTTTT]

Unit Pelaksana Teknis Daerah ]

BUPATI SLEMAN,
Trd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati da-

lam fungsi pendukung bidang keuangan.

fungsi:

Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai

1. Merencanakan progam kerja tahunan.

2. Menyusun kebijakan teknis pendukung keuangan daerah.
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3. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan layanan fungsi pen-
dukung keuangan.

4. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja.

5. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan.

6. Menjalankan tugas tambahan sesuai perintah Bupati atau peraturan ber-
laku.

2. Sekretariat

a.

Sekretariat yang disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b bertanggung
jawab untuk:menyelenggarakan urusan administrasi umum, mengelola ma-
salah pegawai, melaksanakan pengelolaan keuangan, melakukan
perencanaan dan evaluasi serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas se-
luruh unit organisasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretasri
mempunyai fungsi:

1. Merencanakan program kerja Sekretariat

Merumuskan kebijakan teknis bidang kesekretariatan
Menyelenggarakan administrasi umum

Mengelola urusan kepegawaian

Melaksanakan pengelolaan keuangan

AN O i

Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Badan Keuangan dan

Aset Daerah.

7. Mengoordinasikan implementasi dan inovasi

8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Badan Keuangan dan
Aset Daerah.

9. Menangani belanja pejabat pengelola keuangan daerah

10. Mengoordinasikan tugas seluruh unit organisasi

11. Mengevaluasi dan melaporkan kinerja Sekretariat dan Badan Keuangan

dan Aset Daerah.
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3. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan

a. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan sesuai Pasal 26 ayat (1) hu-

ruf ¢ bertugas menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, dan pelaksa-

naan kegiatan registrasi, pencatatan, serta penetapan pajak daerah.daerah,

serta mengembangkan pendapatan asli daerah.

b. dalam melaksanakan tugasnya yang dimaksud pada ayat (1) Bidang Pen-

daftaran, Pendataan, dan Penetapan, memiliki fungsi:

1.

7.
8.
9.

penyusunan rencana kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Peneta-
pan;
pengembangan kebijakan teknis terkait pendaftaran, pendataan, dan

penetapan pajak daerah;

. melaksanaan pendaftaran bagi calon wajib pajak daerah;

Implementasi pelayanan pajak daerah yang memanfaatkan teknologi in-

formasi.

. Pelaksanaan dan pembaruan basis data pajak daerah.

Penerbitan dan pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang untuk
Pajak Bumi dan Bangunan.

Pelaksanaan pendataan terhadap subjek dan objek pajak daerah.
pengawasan terhadap wajib pajak daerah;

pemeriksaan pajak daerah;

10. administrasi terkait benda berharga;

11. pelaksanakan dan pembinaan penetapan pajak daerah

12. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pendafta-

ran, Pendataan, dan Penetapan.

4. Bidang Penagihan dan Pengembangan

a. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf d, Bidang Penagihan dan Pengem-

bangan bertanggung jawab untuk melaksanakan, membina, dan mengen-

dalikan proses penagihan pajak daerah, memberikan pelayanan untuk
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keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah, serta

mengembangkan pendapatan asli daerah.

Untuk melaksanakan tugas yang tercantum dalam ayat (1), Bidang Penagi-

han dan Pengembangan menjalankan fungsi-fungsi berikut ini:

1.
2.

NS AW

*

10.

penyusunan rencana kerja untuk Bidang Penagihan dan Pengembangan;
pengembangan kebijakan teknis terkait penagihan pajak daerah, pela-
yanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak dae-
rah, serta pengembangan pendapatan asli daerah;

pelaksanaan penagihan pajak daerah;

pengendalian penerimaan pajak daerah;

pembukuan dan pelaporan pajak daerah;

pelayanan restitusi pajak daerah;

pelaksanaan terkait pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan
pembebasan pajak daerah;

pembinaan dan pengendalian pendapatan asli daerah;

analisis dan pengembangan pendapatan asli daerah; dan

evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penagihan

dan Pengembangan.

5. Bidang Perbendaharaan

a.

Bidang Penagihan dan Pengembangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 26

ayat (1) huruf d, memiliki tugas untuk melaksanakan, membina, dan men-

gendalikan proses penagihan pajak daerah, memberikan pelayanan terkait

keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah, serta

mengembangkan pendapatan asli daerah.

Bidang Penagihan dan Pengembangan, sesuai dengan tugas yang tercantum

dalam ayat (1), menjalankan fungsi-fungsi berikut ini:

l.
2.

penyusunan rencana untuk kerja Bidang Penagihan dan Pengembangan;
menyusun kebijakan teknis mengenahi penagihan pajak daerah, pela-
yanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak dae-

rah, dan pengembangan pendapatan asli daerah.
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NS AW

*

10.

melaksanakan penagihan terhadap pajak daerah;

mengontrol penerimaan pajak daerah;

menangani pembukuan serta pelaporan pajak daerah;

pelaksanaan restitusi pajak daerah,;

memberikan pelayanan terkait keberatan, keringanan, pengurangan, dan
pembebasan pajak daerah;

melakukan pembinaan dan pengendalian pendapatan asli daerah;
melakukan analisis dan pengembangan pendapatan asli daerah; dan
melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang

Penagihan dan Pengembangan.

6. Bidang Anggaran

a.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf f, Bidang Anggaran bertugas

melaksanakan analisis kebutuhan anggaran, perencanaan alokasi anggaran,

dan pengawasan pelaksanaan anggaran.

Bidang Anggaran dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan ayat (1),

memiliki fungsi sebagai berikut:

1.
2.

menyusun rencana kerja operasional untuk Bidang Anggaran.
merumuskan kebijakan teknis terkait analisis, perencanaan, dan pen-

gendalian anggaran daerah.

. melakukan kajian terhadap potensi sumber dana dan pembiayaan dae-

rah.
menyusun Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran

Sementara termsuk dokumen Perubahan Anggaran.

. melaksanakan pengelolaan atas investasi daerah;

menjalankan administrasi yang berkaitan dengan pemberian hibah dari
dana daerah.

menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pe-
rubahan APBD.

Melakukan penelaan terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran

perangkat daerah dan Dokumen Perubahan Anggaran perangkat daerah.
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9.

menyusun dokumen yang diperluakan untuk penyediaan dana dan ang-

garan kas;

10. penyusunan informasi yang berkaitan dengan penganggaran daerah.

11. merencanakan peraturan yang mendukung sistem penganggaran daerah.

12. melaksanakan pengendalian terhadap penganggaran daerah.

13. Melakukah evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang

Anggaran

7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

a. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf g, Bidang Akuntansi dan Pelaporan

bertanggung jawab atas penyelenggaraan akuntansi dan peningkatan kuali-

tas pelaporan keuangan daerah.

b. Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan berbagai fungsi dalam

pelaksanaan tugas sebagaimana diatur pada ayat (1), yaitu:

l.
2.

penyusunan rencana kerja untuk Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
perumusan kebijakan teknis mengenai akuntansi keuangan daerah dan

pelaporan keuangan daerah;

3. pelaksanaan akuntansi keuangan daerah;

A S

pembinaan dalam pelaksanaan akuntansi perangkat daerah;
pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi barang milik dae-
rah;

pelaksanaan evaluasi terhadap realisasi keuangan daerah;

penyusunan laporan keuangan daerah;

pembinaan pelaporan keuangan perangkat daerah; dan

evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Akuntansi

dan Pelaporan.

8. Bidang Aset

a. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) huruf'h, Bidang Aset mem-

iliki tugas melaksanakan pembinaan dalam hal perencanaan dan pengadaan

aset, pemanfaatan dan pengamanan aset, serta penatausahaan dan pengen-

dalian aset.
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b. Dalam melaksanakan tanggung jawab yang tercantum pada ayat (1), Bidang

Aset menyelenggarakan berbagai fungsi sebagai berikut:

1.

10.

11.

12.

menyusunan rencana kerja tahunan untukpelaksanaan tugas Bidang

Aset;

. merumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perencanaan kebu-

tuhan proses pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, pengha-
pusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ba-

rang milik daerah,;

. menyusunan rencana kebutuhan dan progam pemeliharaan barang milik

daerah
melaksanakan pengadaan barang milik daerah sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Dae-

rah.

. menyusunan dokumen penetapan status penggunaan barang milik dae-

rah.

Mengurus kejelasan status hukum atas barang milik daerah

melakukan pengamanan fisik atas barang milik daerah sesuai dengan
lingkup kewenangan.

penyimpanan dan mengelola dokumen kepemilikan barang milik dae-

rah.

. melaksanaan kegiatan pemanfaatan barang milik daerah berdasarkan

kewenangan yang ditetapkan.

menjalakan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah sesuai
kewenangan yang ada.

melaksanakan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik dae-
rah;

menjalankan penatausahaan dan pengendalian terhadap barang milik

daerah;
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13.

14.

15.

melaksanakan pembinaan serta pelaksanaan teknis pengelolaan barang
milik daerah;

melaksanaan kegiatan penilaian dan Menyusun laporan evaluasi atas
pelaksanaan tugas bidang aset.

Melaksanakan peninjauan terhadap pelaksanaan kerja serta penyusunan

laporan pelaksanaan kerja Bidang Aset.

E. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) huruf'i, Unit Pelaksana Teknis

Daerah memiliki tugas untuk menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis

operasional dan/atau teknis penunjang yang menjadi bagian dari Badan Keuangan

dan Aset Daerah. Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bupati

Sleman Nomor 23 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan

Keuangan dan Aset Daerah :

9. UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal

a. Sebagai pelaksana teknis, UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal me-

nyelenggarakan sebagian kegiatan operasional dalam rangka pengelolaan

dana penguatan modal di bawah koordinasi Badan Keuangan dan Aset Dae-

rah.

b. Dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan ayat (1), UPTD Pengelolaan

Dana Penguatan Modal melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1.

menyusunan rencana kerja tahunan UPTD Pengelolaan Dana Penguatan
Modal.

merumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan dana penguatan modal

. mengkoordinasi proses analisis, verifikasi, dan penetapan jumlah dana

penguatan modal.

. menyediakan layanan informasi yang berkaitan dengan dana penguatan

modal.
Melaksanaan proses penyaluran dana penguatan modal;
menyelenggarakan administrasi, pencatatan dan pelaporan penyaluran

dana penguatan modal
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10.

mengkoordinasi serta melaksanakan penagihan dana penguatan modal
menyelenggarakan fungsi ketatausahaan di likungan UPTD
melaksanakan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kerja;
dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan kewengan dan fungsi yang dimiliki.

10. UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo

a. UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo bertugas melaksanakan sebagian

kegiatan teknis operasional dalam pengelolaan aset Stadion Maguwoharjo

dan sarana olahraga lainnya yang menjadi wewenang Badan Keuangan dan

Aset Daerah

b. Dalam menjalankan tugas sesuai amanat ayat (1), UPTD Pengelolaan Sta-

dion Maguwoharjo melaksanakan fungsi sebagai berikut:

l.
2.

menyusun rencana kerja UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo;
kebijakan teknis terkait pengelolaan Stadion Maguwoharjo dan sarana

olah raga lainnya

. pelayanan penggunaan fasilitas Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi,

Gedung Olah Raga Klebengan, Gedung Olahraga Pangukan, Lapangan
Tenis Tridadi, dan Lapangan Denggung;

melaksanakan pemeliharaan dan perawatan terhadap fasilitas dan infra-
struktur Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olahraga
Pangukan, Gedung Olah Raga Klebengan, Lapangan Tenis Tridadi, dan
Lapangan Denggung;

. mengajukan usulan rehabilitas maupun pembangunan sarana olahraga

yang menjadi tanggung jawab UPTD.

Menyelenggarakan pemungutan, pencatatan, dan penagihan retribusi
penggunaan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olahraga
Pangukan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
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7. melaksanakan pengamanan internal terhadap seluruh sarana dan prasa-
rana Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olahraga
Pangukan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Denggung;

8. pemasaran menjalin Kerjasama dan melaksanakan kegiatan promosi
penggunaan fasilitas olahraga kepada pihak eksternal.

9. Melaksanakan fungsi ketatausahaan.

10. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja; dan

11. menjalankan tugas lain sesuai arahan Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

11. Ruang Lingkup
Ruang lingkup ini mencakup pelayanan pembayaran Pajak Daerah Kabupaten
Sleman melalui sarana perbankan milik Pihak Kedua, yang meliputi counter
teller, mesin ATM, serta fasilitas perbankan lainnya.
a. Pajak Hotel
b. Pajak restoran
c. Pajak Reklame
d. Pajak Hiburan
e. Pajak Air Tanah
f. Pajak Parkir
g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
h. Pajak Penerangan Jalan
1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)
f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
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F. Analisis Data dan Pembahasan

1. Rasio efektivitas pajak restoran

Tabel 4. 1 Rasio Efektivitas Pajak Restoran

target pen- Realisasi Pen-
Tahun erimaan erimaan Rasio Keterangan
sangat efek-
2020 | 47.900.000.000 60.730.429.166 126,79% tif
sangat efek-
2021 72.400.000.000 80.357.193.891 110,99% tif
sangat efek-
2022 | 144.000.000.000 | 145.018.214.174 100,71% tif
sangat efek-
2023 | 160.000.000.000 | 168.351.925.105 105,22% tif
Sangat efek-
2024 | 181.387.000.000 | 183.607.271.793 101,22% tif
Gambar 4. 2Grafik Efektivitas Pajak Restoran
Rasio Efektivitas Pajak Restoran
140,00
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= Rasio Efektivitas Pajak Restoran

Berdasarkan Tabel 4.1 Kinerja penerimaan pajak restoran di Kabupaten

Sleman sangat positif dari 2020 hingga 2024, Tahun 2020 menjadi tahun yang
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menonjol dalam penerimaan pajak restoran dengan rasio 126,79%, ini menunjuk-
kan bahwa strategi yang digunakan sangat efektif. Di tahun 2021 masih menun-
jukkan kinerja yang baik meskipun rasio efektivitasnya turun dibanding dengan
tahun sebelumnya dengan rasio sebesar 110,99%. Memasuki tahun 2022 efektifi-
tas pajak restoran mengalami sedikit penurun menjadi 100,71% dibanding tahun
sebelumnya. Pada tahun 2023 penerimaan pajak restoran kembali menunjukkan
trend yang positif dengan rasio efektivitas nya adalah 105,22%. Dan di tahun
2024 rasio efektivitas mengalami penurunan menjadi 101,22%. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2020 sampai 2024 penerimaan
pajak restoran di Kabupaten Sleman menunjukkan trend positif dengan rata-rata
diatas 100% setiap tahun walaupun sempat mengalami penurunan tetapi masih
dalam kategori “sangat efektif”.

Menurut Badan Keuangan dan Aset Daerah ada beberapa faktor yang mem-
buat efektifitas pajak restoran termasuk dalam kategori “sangat efektif. Seperti
efektivitas sistem pemungutan pajak yang dapat memberikan kemudahan dalam
pembayaran dan pelaporan pajak sehingga berpengaruh terhadap jumlah pajak
yang berhasil diterima, kedua, adanya kebijakan yang kondusif dapat meningkat-
kan realisasi penerimaan pajak. kualitas pengawasan dan penegakan hukum sep-
erti ilmu auditing yang mumpuni dalam proses pengawasan, penerapan
pengawasan yang intensif disertai penindakan hukum yang tegas dan konsisten
terhadap pelanggaran pajak mampu meningkatkan kepatuhan dan efisiensi
pemungutan pajak. Yang ketiga adanya Edukasi wajib pajak dan pendaftaran
wajib pajak terhadap pemahaman pengusaha restoran tentang kewajiban perpa-
jakan dan pemberian NPWPD merupakan faktor penting dengan program edukasi
dan pendaftaran wajib pajak yang tepat dapat mendorong peningkatan kesadaran

dan kepatuhan wajib pajak. kebijakan pemerintah daecrah Kabupaten Sleman

35



2. Rasio Kontribusi Pajak restoran

Tabel 4. 2 Rasio Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

Realisasi Pajak

Tahun Restoran Realisasi PAD Rasio Keterangan
Sangat ku-

2020 60.730.429.166 788.246.742.427 7,70% rang
Sangat ku-

2021 80.357.193.891 803.679.358.719 10,00% rang

2022 145.018.214.174 1.061.064.803.656 | 13,67% | kurang baik

2023 168.351.925.105 1.130.157.860.240 | 14,90% | kurang baik

2024 183.607.271.793 1.184.122.706.289 | 15,51% | Kurang baik

18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00

Tabel 4. 3 Grafik Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

2020 2021

2022

2023

=== Rasio Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

2024

Berdasarkan Tabel 4.2 kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli

Daerah di Kabupaten Sleman selama periode 2020 sampai 2023 menunjukkan

trend kurang menarik. Tahun 2020 penerimaan pajak restoran memberikan

kontribusi rasio sebesar 7,70% ini menunjukkan bahwa pajak restoran belum se-

penuhnya dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah. Memasuki tahun

2021 rasio kontribusi mengalami sedikit peningkat menjadi 10% walapun
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meningkat tetapi masih di kategori “sangat kurang”. Ini menunjukkan bahwa,
meskipun realisasi pajak restoran meningkat, kontribusi pajak restoran terhadap
pendapatan asli daerah masih belum optimal. Di tahun 2022 terjadi peningkatan
tajam dalam realisasi pajak restoran dengan kontribusi mencapai 13,67%. Mes-
kipun demikian proporsi ini tetap menunjukkan bahwa pajak restoran masih be-
lum menjadi andalan utama Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2023 dan 2024,
rasio kontribusi pajak restoran terhadap PAD menunjukkan kecenderungan yang
sama, dengan peningkatan yang hanya sedikit menjadi 14,90% dan 15,51%.
Menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam penerimaan pajak
restoran, mengindikasikan bahwa potensi pajak restoran sebagai sumber Penda-
patan Asli Daerah masih belum sepenuhnya optimal. Meskipun ada kemajuan
dalam realisasi pajak restoran dari tahun ke tahun meningkat secara keseluruhan,
rasio kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah
masih berada pada kategori yang tidak memuaskan Penilaian “kurang baik” yang
diberikan setiap tahun.

Menurut Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Sleman ada tiga faktor
utama yang menyebabkan pajak restoran kurang berkontribusi terhadap Penda-
patan asli daerah yang pertama, tingkat kepatuhan yang rendah ini merupakan
masalah yang sering terjadi di Kabupaten Sleman, banyak pemilik restoran ku-
rang akan kesadaran dan pengetahuan terkait pemahaman kewajiban perpajakan
sebagai wajib pajak dan ada juga yang sengaja menghindari pembayaran pajak,
ini menjadi kendala serius dalam peningkatan penerimaan pajak.yang kedua
Pembukuan yang tidak transparan masalah ini juga yang sering terjadi di Kabu-
paten Sleman, tidak sedikit restoran yang memiliki pencatatan transaksi tidak
akurat atau benar, baik akibat ketidakpahaman para pelaku usaha maupun upaya
yang disengaja untuk meminimalkan beban pajak. lain persaingan bisnis restoran
yang tinggi juga menjadi faktor para pelaku usaha berupaya memangkas berbagai

biaya tidak terkecuali biaya pajak demi menjaga keberlangsungan usaha.
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BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis di BAB IV diatas bahwa dapat ditarik

kesimpulan tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman selama empat tahun terakhir periode

2020 sampai dengan 2023 sebagai berikut:

1.

Selama kurun waktu 2020 hingga 2023, Kabupaten Sleman berhasil mencat-
atkan peningkatan penerimaan pajak restoran yang terus melampaui target ta-
hunan. Rasio efektivitas mengalami fluktuasi, pencapaian rata-rata di atas
100% setiap tahunnya. Pencapaian ini didukung oleh tiga faktor utama yaitu
sistem pemungutan yang efisien dan efektif untuk mempermudah proses pem-
bayaran dan pelaporan, upaya edukasi dan registrasi wajib pajak melalui pem-
berian NPWD dan sosialisasi yang insentif, dan kebijakan daerah mengenai ta-
rif pajak, objek pajak dan pemberian insentif. Selain itu aspek penindakan
hukum melalui pengawasan yang ketat juga berhasil menekan angka pelang-

garan.

. Analisis data tahun 2020 sampai 2023 menunjukkan penerimaan pajak restoran

mengalami peningkatan, namun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Dae-
rah masih belum optimal. Meskipun realisasi penerimaan mengalami kenaikan
yang signifikan tetapi persentase kontribusinya bisa dikategorikan “sangat ku-
rang”. Menurut BKAD Kab Sleman Kondisi dikarenakan beberapa faktor sep-
erti rendahnya tingkat kepatuhan dan pemahaman wajib pajak mengenai
kewajiban pajaknya, banyak pelaku usaha restoran kesulitan dalam menghitung
dan pelaporan pajak karena sistem pembukuan yang kurang transparan dan
kondisi ekonomi dan persaingan usaha yang tinggi mendorong pelaku usaha
restoran lebih memprioritaskan keberlangsungan usaha dan meminimalkan

pembayaran pajak.
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B. Saran

1.

Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman kinerja penerimaan
pajak restoran di Kabupaten sleman menunjukan hasil yang sangat bagus. Pen-
capaian yang selalu diatas 100% setiap tahun mencerminkan keberhasilan
strategi pengelolaan pajak yang telah diterapkan. Untuk meningkatkan kinerja
lebih baik lagi perlu dilakukan peningkatan evaluasi program sosialisasi dan
edukasi bagi wajib pajak agar mereka lebih memahami tanggungjawab perpa-
jakan dan meningkatkan penerapan kebijakan yang tegas dari Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman kontribusi pajak restoran terhadap
pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 sampai 2023
menunjukkan bahwa meski terjadi peningkatan dalam realisasi penerimaan pa-
jak restoran, rasio kontribusi masih rendah dan belum mencapai tingkat opti-
mal. Untuk meningkatkan kontribusi pemerintah daerah perlu melakukan
penelitian mendalam terkait faktor-faktor yang menghambat pemanfaatan pa-
jak restoran terhadap sumber pendapatan asli daerah. Salah satunya pemerintah
daerah perlu mempertimbangkan pemberian insentif atau program dukungan
bagi restoran yang beroperasi dan melakukan peningkatan pengembangan
strategi pemasaran dan promosi yang lebih efektif juga dapat membantu
meningkatkan pendapatan mereka, yang nantinya dapat berkontribusi lebih be-

sar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

. Bagi penulis memperluas atau menambah analisis faktor dari pajak daerah tidak

hanya pajak restoran melainkan mencakup jenis pajak lainnya seperti pajak
hotel, pajak hiburan, pajak reklame dan lain-lain. Cakupan analisis seperti ini
memungkinkan identifikasi dan memberikan gambaran umum mengenai pema-
sukan setiap sektor pajak daerah terhadap sumber pendapatan asli daerah yang
paling signifikan dan area-area yang masih bisa ditingkatkan. Dengan mengkaji
berbagai sumber pajak secara bersamaan, akan terlihat sektor pajak mana yang

memberikan kontribusi utama.
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Laporan Realisasi Anggaran Pajak Restoran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
tahun 2020-2023

) Anggaran
Uraian E8
2020 2021 2022 2023 2024
Pajak
Restoran | 47.900.000.000 | 72.400.000.000 | 144.000.000.000 | 160.000.000.000 | 181.387.000.000
Restoran | 42.000.000.000 | 61.000.000.000 | 117.000.000.000 | 132.000.000.000 | 168.827.000.000
Kafeteria | 2.900.000.000 | 4.400.000.000 14.000.000.000 16.000.000.000
Jasa Boga | 3.000.000.000 | 7.000.000.000 13.000.000.000 12.000.000.000 | 12.560.000.000
) Realisasi
Uraian
2020 2021 2022 2023 2024
Pajak
Restoran 60.730.429.166 | 80.357.193.891 | 145.018.214.174 | 168.351.925.105 | 183.607.271.793
Restoran 51.644.531.201 | 66.959.644.703 | 121.885.883.688 | 137.194.527.661 | 170.204.536.788
Kafeteria 3.319.449.202 3.998.184.677 11.090.377.103 17.943.618.079
Jasa Boga 5.766.448.763 9.399.364.511 12.041.953.383 13.213.779.365 13.402.735.005

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten
Sleman tahun 2020-2023

. Anggaran
Uraian 88
2020 2021 2022 2023 2024
Pendapatan Asli Daerah | 676.743.940.021 | 770.675.023.451 | 1.031.150.840.396 | 1.088.934.414.744 | 1.199.635.489.534

Pendapatan Pajak Daerah

398.571.000.000

488.190.000.000

752.820.000.000 782.223.000.000

869.022.775.000

rah

Pendapatan Retribusi Dae-

34.322.701.680

39.429.475.340

31.281.454.085 37.979.266.150

233.738.500.268

kekayaan daerah

Pendapatan pengelolaan

48.708.429.946

38.726.973.911

38.657.466.216 39.811.758.078

42.893.103.269

Lain-lain PAD yang sah

195.141.808.395

204.328.574.200

208.391.920.095 228.920.390.516

53.981.110.997
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Uraian

Realisasi

2020

2021

2022

2023

2024

Pendapatan Asli Daerah

788.246.742.427

803.679.358.719

1.061.064.803.655

1.130.157.860.240

1.184.122.706.289

Pendapatan Pajak Daerah

499.961.975.136

511.407.257.119

763.128.648.846

833.220.962.563

851.515.175.943

Pendapatan Retribusi Dae-
rah

40.971.519.904

38.699.706.039

40.435.638.852

41.791.670.858

250.838.782.616

Pendapatan pengelolaan
kekayaan daerah

47.565.772.690

38.164.197.265

38.866.059.319

38.698.020.699

43.658.915.550

Lain-lain PAD yang sah

199.747.474.697

215.408.198.296

218.634.456.638

216.447.206.120

38.109.832.180
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